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BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 14 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
  

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 

Praja, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  Kabupaten Hulu 

Sungai Utara; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di  Kalimantan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

2756) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5094); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 590); 
 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

705); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 

Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2016 Nomor 12); 
 

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, 

Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2016 Nomor 46); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HULU SUNGAI 
UTARA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya 
disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah 
daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat  serta melaksanakan pengamanan 
dan pencegahan kebakaran. 

8. Ketertiban  Umum dan Ketenteraman Masyarakat  adalah suatu keadaan 

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan  tenteram, tertib dan 
teratur.    

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  atau selanjutnya disebut PPNS adalah 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 

10. Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Damkar yang selanjutnya 
disebut SOP Pol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara.  

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

Maksud Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar adalah sebagai pedoman 

teknis bagi Aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas 
Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat 

dan Perlindungan Masyarakat, serta penanganan dan pengendalian kebakaran 
serta pencegahan dan pemulihan kebakaran. 
 

Pasal 3 
 

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar bertujuan untuk mewujudkan 

keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan 
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat 
serta penanganan dan pengendalian kebakaran serta pencegahan dan 
pemulihan kebakaran. 
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BAB III 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 
Pasal 4 

 
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional berpedoman pada 
petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar. 

 

 

Pasal 5 

(1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar meliputi: 
a. SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

b. SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
c. SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 
d. SOP pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-orang penting; 

e. SOP pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;  
f. SOP pelaksanaan operasional patroli; dan 

g. SOP pelaksanaan pengamanan dan Pencegahan Kebakaran. 

(2) Petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB IV 
PENDANAAN 

 
Pasal 6 

 

Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Damkar dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 
 

BAB V 

PENUTUP 
 

Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 
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Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 21 April 2017   

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
           CAP / TTD 

 

     H. ABDUL WAHID HK 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 21 April 2017   

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

          HULU SUNGAI UTARA, 
 

 CAP / TTD 

              H. S U Y A D I 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN 2017 NOMOR 14.- 
 


